
2. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor l8 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048): 

I. Undang-Undang Nornor 69 Tahun J 958 tcntang Pernbernukan 

Daerah-daerah Tingkat If dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l 

Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun !95R Nornor 122, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

c. bahwa berdasarkan periimbangan dirnaksud dalarn huruf a dan 

huruf b. perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Prenyewaan 

Tanah dan Bangunan Aset Pernerintah Kabupaten Jembrana; 

b. bahwa agar penyewaan ranah dun bangunan Asel Pemerintah 

Kabupaten Jcmbrana dapat dilaksanukan <lengan efektif dan cfisien 

dalam rangka pclayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur 

besaran nilai sewanya supaya dapar berdaya gum, dan berhasil guna 

untuk mcningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pernerintah Kabupaten 

Jernbrana : 

a. bahwa Asel Pernerintah Kabupaten Jembrana berupa tanah dan I atau 

bangunan yang tidak dipe-rgunakun dapat dipergunukan sccara optimal 

bcrupa sewa schingga dapat menambah/rneningkatkan Pendapatan 

Daerah ; 
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I l . Pcraturan Mcnteri . 

10. Pcraturan Pcrnerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

urusan Pernerintahan untara pemeriniah.dan Pemcrintahan Daerah 

Kabupaien/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 

Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737 ); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pcngelolaan 

Baran g Milik Negara I Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nornor 20. Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlik 

Indonesia Nornor 4609): 

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Kcuangen antara Pernerintah Pusat dan Pernerintanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438 ): 

7. Pcraturan Pcmeri nt.ah Nomor 66 Tahun 200 I ten tang Retribusi Dacrah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200) Nornor l 19. 

Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139): 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan 

Kcuar gan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578): 

5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 ientang Pemerintahan Dacrah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125. 

Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Pcnetapan Pcraturan Pcrnerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah Menjadi Undang­ 

Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nornor IO Tahun 2004 tentang Pcmbernukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara R.epublik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53. Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nornor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l 999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne 

( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3839 ); 



Pasal 4 .. 

selaku pengelola aset daerah uruuk mengadakan perjunjian scwa - menyewa/kontrak 

Bupati Jembrana mernbcri wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jernbrana 

Pasal 3 

ayat ( 1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewn .. menyewa/kontrak. 

(2) Penyewaan kepuda masyarakat/pengguna jasa sebagairnana dimaksud pada 

(1) Aset-aset Daerah dapat disewakan kepada rnasyarakat/ pengguna jasa: 

Pasal 2 

jangka waktu tertentu, baik sckaligus maupun secara berkala 

tersebut harus mernbcrikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk 

pihak ketiga dalam hubungannya sewa-rnenyewa dengan ketentuan pihak ketiga 

5. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada 

lain - lain surnbangan piha.k lain 

pemberian. hadiah, donasi.wakaf hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan 

berasal/dibeli dengan dana yang bcrsurnber dari APnD atau surnbangan bcrupa 

4. Aser Milik Daerah adalah sernua barang milik/kekayaan daerab yang 

3. Bupati adalah Bupati Jembrana 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana 

I. Daerah adalah Kabupaten Jernbrana 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTt\~G PE>IYEWAAN TANAH DAN 
BANGUNAN ASET PE!\·1ERZNTAH KABUPATEN .IEMBR.ANA 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN 

l l. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 teniang 

Pcdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 



Pasal 8 . 

Pasal 5 

(l ) Sewa dapat dibayar setiap bulan langsung disetor ke Kas Daerah atau sewa 

tahunan yang disctor pada awal tahun. 

(2) Hasil sewa tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) Peraturan ini disetor kc Ka.'> 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 6 

( J) Besarnya sewa tanah dan bangunan seperti tersebut dalarn PasaJ 3 ayat ( I ) dan 

ayat (2) yang akan dicantumkan dalarn perjanjian/kontrak ditentukan oleh Tim 

Penilai Aset Daerah setelah diadakan survey dan evaluasi lapangan. 

(2) Lamanya kontrak paling lama 5 (Lima} tahun dapat diperpaniang lagi dengan 

mcmberikan prioritas kepada penyewa sebelumnya dengan mengajukan 

pcrmohonan kepada Bupati Jembrana, 

(3) Setiap tahun dilakukan evaluasi nilai scwa oleh Tim. 

Pasal 7 

(I) Pcnyewa dilarang rnengalihkan Surat Perjanjian/Kornrak sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain ianpa seijin 

Pcrnerintah Kabupatcn Jernbrana. 

(2) Apabila si penycwa rnelanggar isi perjanjian/kontrak sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 5 ayat (2). maka perjanjian/kontrak diputus secara sepihak oleh Pernerintah 

Kabupaten Jembrana tanpa ganti rugi, 

setinggi - tingginya 

tingginya 

Pasal 4 

(1) Besamya sewa tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jernbrana yaitu : 

Serendah - rendahnya Rp. I .OOO.-/m21bulan dan setinggi 

Rp. 4.000.- /m1/bulan . 

(2) Besarnya sewa bangunan yaitu : 

Serendah - rendahnya Rp. J .OOO.-/m2/bulan dan 

Rp. 5.000.- /m2/bulan . 
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dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupatcn Jcmbrana, 

Agar sctiap orang mengetahuinva. memeriruahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

(2) Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggai diundangkan. 

Pemerintah Kabupaien Jernbrana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Tahun 2003 tcntang Penyewaan Tanah dan Banguan Aset Dacrah milik 

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Kepurusan Bupati Jembrana Nornor 513 

Pasal 9 

gaoti rugi. 

maka perjanjian/kontrnk dapat dicabut atau dipindahkan ke lokasi lain tanpa mendapat 

dibcbani perjanjian/kontrak tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupatcn Jembrana 

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, tanah beserta bangunan yang 

Pasal 8 


